
SALINAN] 

BUPATI BADUNG 
PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI BADUNG 
NOMOR 12 TAHUN 2023 

TENTANG 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari 
Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Bclas 
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan 
Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855); 
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c. PPPK; 
d. pimpinan badan layanan umum Daerah; dan 
e. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada satuan 

kerja perangkat Daerah yang menerapkan pola 
pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. 

(2) Pejabat Negara sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, 
terdiri atas: 
a. Bupati dan Wakil Bupati; dan 
b. pimpinan dan anggota DPRD. 

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 
PNS dalamjabatan: 
a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan 

pimpinan tinggi; 
b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan 

administrator; 
c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan 

pengawas; 
d. fungsional utama; 
e. f ungsional ahli mad ya; 
f. fungsional ahli muda; 
g. fungsional ahli pertama; 
h. fungsional penyelia; 
i. fungsional mahir; 
j. fungsional terampil; 
k. fungsional pemula; dan 
1. pelaksana. 

(4) Pegawai non pegawai aparatur sipil negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. warga negara Indonesia; 
b. pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah 

melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan 
terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak 
pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja; 

c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari APBD; 
dan 

d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan 
dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Dalam hal pegawai non pegawai aparatur sipil negara belurn 
melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan 
terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, 
Tunjangan Hari Raya dan/ atau Gaji ketiga belas dapat 
diberikan apabila: 
a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat 

yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian 
kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima 
Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji ketiga belas; atau 

b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya 
dan/ atau Gaji ketiga belas oleh pejabat pembina 
kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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Pasal 3 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas tidak diberikan 
kepada PNS sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf 
b, dalam hal: 
a. sedang cuti diluar tanggungan negara atau dengan sebutan 

lain; atau 
b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik 

di dalarn negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar 
oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Pasal 4 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri 
atas: 
a. Gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; dan 
c. tunjangan jabatan. 

(2) Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD, 
paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, 
tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan 
anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan 
administratifpimpinan dan anggota DPRD. 

(3) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK terdiri atas: 
a. Gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh 

persen) yang diterima dalam 1 {satu) bulan dan 
besarannya mengacu pada Keputusan Bupati tentang 
Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan kepada 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023. 

(4) Tunjangan Hari Raya bagi CPNS terdiri atas: 
a. 80 % {delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh 

persen) dari tambahan penghasilan yang diterima 
berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil 
Negara. 

(5) Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan badan layanan umum 
Daerah dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada 
satuan kerja perangkat Daerah yang menerapkan pola 
pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah paling 
banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada 
PNS pada badan layanan umum Daerah tersebut yang 
pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya 
setara. 
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perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan 
administratifpimpinan dan anggota DPRD. 

(3) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK terdiri atas: 
a. Gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh 

persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan dan 
besarannya mengacu pada Keputusan Bupati tentang 
Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan kepada 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023. 

(4) Tunjangan Hari Raya bagi CPNS terdiri atas: 
a. 80 % (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh 

persen) dari tambahan penghasilan yang diterima 
berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil 
Negara. 

(5) Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan badan layanan umum 
Daerah dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada 
satuan kerja perangkat Daerah yang menerapkan pola 
pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah paling 
banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada 
PNS pada badan layanan umum Daerah tersebut yang 
pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya 
setara. 

( Dipindai dengan Cam Scanner 

https://v3.camscanner.com/user/download
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Bug;inn Keti 
Pemberinn Gaji Ketign els 

Pasnl 5 

(I) Gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri 
atns: 
a. Oaji pokoke; 
b. tunjangan keluarga; dnn 
c. tunjangan jabatan. 

(2) Gaji ketiga belas bagi pimpinan dan angotu DP'RD, 
paling banyak sebesar akumulasi dari uang, representasi, 
tunjangan keluarga, dan tunjangan jnbatnn pimpinan 
dan anggotn DPRD sesuni dengnn ketcntuun peruturan 
perundang-undangan yang mengatur hak keuanpan dam 
administratif pimpinan dan anggotn DPRD. 

(3) Gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK terdiri atas: 
a. Gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima 

puluh persen) yang diterima dalam I (satu) Dulan 
dan besarannya mengacu pada Keputusan Bupati 
tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan 
kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 
2023. 

(4) Gaji ketiga belas bagi CPNS terdiri atas: 
a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima 

puluh persen) dari tambahan penghasilan yang 
diterima berdasarkan Peraturan Bupati tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai 
Aparatur Sipil Negara. 

(5) Gaji ketiga belas bagi pimpinan badan layanan umum 
Daerah dan pegawai non pegawai aparatur sipil ncgara 
pada satuan kerja perangkat Daerah yang menerapkan 
pola pengelolaan keuangan badan layanan umum 
Daerah paling banyak sebesar Gaji ketiga belas yang 
diberikan kepada PNS pada badan layanan umum 
Daerah terscbut yang pangkat, jabatan, peringkat 
jabatan, atau kelas jabatannya setara. 

BAB ll1 
PEMBAYARAN 

Pasal 6 

(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling singkat 10 
(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 

4 

( Dipindai dengan Cam Scanner 

agin Ketig 
Pemberinn Gaji retiga Iela 

Paul{ 

(I] Gaji ketiga belas bagi upati dan Wakil Bupati terdiri 
ta 

n. Gaji polote, 
b funjangan kelunge, don 
e. tunjangan jabuatan, 

(2) Oji ketiga belas bagi pimpinn dan angota pPRD, 
paling banyak sebesar akumulasi dari uag representasi, 
tunjangan keluanga, dan funjangaan jabot.an pimpinan 
loan ggotu DMD sesi egan letent an pert urn 
perundang-undanga yang menptur hke keunpan dan 
administratif pimpina dan anpgot ppp, 

(3) Gaji ketiga belas bapi PNS dan PPPK terdiri ntas 
a. Gaji pokok; 
b tunjangan keluarga, 
c. tunjangan panga, 
d. tunjangan jabatan atau tunjangnn mum; da 
e. tambahan penghasilan paling banyake 50 % (lira 

puluh persen} yang diterima dalum l (satu) Dulan 
dun besrany mega pa eputusa Lupati 
tentang Penetapan Desaran Tambahan Peng,hasilan 
kepada Aparatur Sipit Negara di Lingkungan 
Pererintah Kabupaten Ladung Tahun Anggaran 
2023 

(4) Gaji ketiga belas bagi CPNS tendiri atas; 
a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokoke NS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pagan, 
d. tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyake Sp % (limn 

puluh persen) dari tambahan penghasilan yang 
diterima berdasarkan Peraturan Iupati tentang 
Pemberinn Tambahan Penghasilan kepada egawn 
Aparatur Sipil Negara. 

(5) Gaji ketiga belas bagi pimpinan badan layanan umum 
Daerah den pegawai non pegawai aporafur sipil negrn 
pada satuan kerja perangkat Daerah yang menerapkan 
pol pengeloloan keunngan badan laynan ummum 
Daerah paling banyak sebesar Gaji ketiga belas yang 
diberikan kepada PNS pala badan layanan umum 
Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringknt 
jabatan, atau kelas jabatnnnya setara 

BA IL 
PEMBAYARAN 

Pas 6 

(I) Perbayaran Tunjangan Hari Raya scbagaimuna 
dimaksud dalam Pasad 2 dibayarkan paling singkat IO 
(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hani Raya. 

Dipindai dengan CamScanner 

agin Ketig 
Pemberinn Gaji retiga Iela 

Paul{ 

(I] Gaji ketiga belas bagi upati dan Wakil Bupati terdiri 
ta 

n. Gaji polote, 
b funjangan kelunge, don 
e. tunjangan jabuatan, 

(2) Oji ketiga belas bagi pimpinn dan angota pPRD, 
paling banyak sebesar akumulasi dari uag representasi, 
tunjangan keluanga, dan funjangaan jabot.an pimpinan 
loan ggotu DMD sesi egan letent an pert urn 
perundang-undanga yang menptur hke keunpan dan 
administratif pimpina dan anpgot ppp, 

(3) Gaji ketiga belas bapi PNS dan PPPK terdiri ntas 
a. Gaji pokok; 
b tunjangan keluarga, 
c. tunjangan panga, 
d. tunjangan jabatan atau tunjangnn mum; da 
e. tambahan penghasilan paling banyake 50 % (lira 

puluh persen} yang diterima dalum l (satu) Dulan 
dun besrany mega pa eputusa Lupati 
tentang Penetapan Desaran Tambahan Peng,hasilan 
kepada Aparatur Sipit Negara di Lingkungan 
Pererintah Kabupaten Ladung Tahun Anggaran 
2023 

(4) Gaji ketiga belas bagi CPNS tendiri atas; 
a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokoke NS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pagan, 
d. tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyake Sp % (limn 

puluh persen) dari tambahan penghasilan yang 
diterima berdasarkan Peraturan Iupati tentang 
Pemberinn Tambahan Penghasilan kepada egawn 
Aparatur Sipil Negara. 

(5) Gaji ketiga belas bagi pimpinan badan layanan umum 
Daerah den pegawai non pegawai aporafur sipil negrn 
pada satuan kerja perangkat Daerah yang menerapkan 
pol pengeloloan keunngan badan laynan ummum 
Daerah paling banyak sebesar Gaji ketiga belas yang 
diberikan kepada PNS pala badan layanan umum 
Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringknt 
jabatan, atau kelas jabatnnnya setara 

BA IL 
PEMBAYARAN 

Pas 6 

(I) Perbayaran Tunjangan Hari Raya scbagaimuna 
dimaksud dalam Pasad 2 dibayarkan paling singkat IO 
(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hani Raya. 

Dipindai dengan CamScanner 
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(2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belurn dapat dibayarkan, tunjangan Hari 
Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. 

(3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada 
besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada 
bulan Maret Tahun 2023. 

(4) Dalam hal penghasilan pada bulan Maret Tahun 2023 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibayarkan 
sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena 
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan 
tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari 
Raya. 

Pasal 7 

(1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dibayarkan paling singkat pada bulan Juni Tahun 2023. 

(2) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji ketiga belas 
dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023. 

(3) Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 didasarkan pada komponen penghasilan yang 
dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023. 

(4) Dalam hal penghasilan pada Bulan Mei 2023 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan 
sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena 
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan 
tetap diberikan selisih kekurangan Gaji ketiga belas. 

Pasal 8 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dikenakan 
potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan pajak 
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 9 

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji 
ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB IV 
PENDANAAN 

Pasal 10 

Pendanaan pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaff ketiga 
belas bersumber dari APBD. 

Dipindai dengan Cam Scanner 
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(2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari 
Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. 

(3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada 
besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada 
bulan Maret Tahun 2023. 

(4) Dalam hal penghasilan pada bulan Maret Tahun 2023 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibayarkan 
sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena 
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan 
tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari 
Raya. 

Pasal 7 

(1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 
dibayarkan paling singkat pada bulan Juni Tahun 2023. 

(2) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji ketiga belas 
dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023. 

(3) Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 didasarkan pada komponen penghasilan yang 
dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023. 

(4) Dalam hal penghasilan pada Bulan Mei 2023 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan 
sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena 
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan 
tetap diberikan selisih kekurangan Gaji ketiga belas. 

Pasal 8 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dikenakan 
potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan pajak 
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan ditanggung Pemerint.ah 
Daerah. 

Pasal 9 

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji 
ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB IV 
PENDANAAN 

Pasal 10 

Pendanaan pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaff ketiga 
belas bersumber dari APBD. 

K Dipindai dengan Cam Scanner 
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(2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari 
Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. 

(3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada 
besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada 
bulan Maret Tahun 2023. 

(4) Dalam hal penghasilan pada bulan Maret Tahun 2023 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibayarkan 
sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena 
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan 
tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari 
Raya. 

Pasal 7 

(1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dibayarkan paling singkat pada bulan Juni Tahun 2023. 

(2) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji ketiga belas 
dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023. 

(3) Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 didasarkan pada komponen penghasilan yang 
dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023. 

(4) Dalam hal penghasilan pada Bulan Mei 2023 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan 
sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena 
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan 
tetap diberikan selisih kekurangan Gaji ketiga belas. 

Pasal 8 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dikenakan 
potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan pajak 
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 9 

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji 
ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB IV 
PENDANAAN 

Pasal 10 

Pendanaan pembertan Tunjangan Harl Raya dan Gaff ketiga 
belas bersumber dari APBD. 

( Dipindai dengan Cam Scanner 

https://v3.camscanner.com/user/download
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